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KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 09 TAHUN 2OO2

TENTANG

ORGANISASI DAf.-I TATA}(ER}A PUSAT PENGELOLAAN PERAI.ATAN TEKNIK

Menimbang :

DAN PERBENSKELAT{ PADA DINAS BIT{AMARGA

BUPATI CIANJUP.

bahv-ra untuk meiaksanakan Pasal 3 Jo. Pasal t huruf b butir 2 Keputusan
Bupati Cianjur Nsmor 08 Tahun ?002 tentang Pembentukan Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Binamarga,Organisasi dan
Tatakerja Pusat Pengelolaan Peralatan Teknik dan Perbengkelan perlu
ditetapkan ciengan Keputusan Bupati.

1. Undang-undang Nonsr 14 Tahun 1950 tentang Penrerintahan Daerah
KaSupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 43);

Z. Undang-undang Nomor B Tahun L974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian {Lenrbaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 159, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3890);

3. UndanE-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lenrbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor ?5 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Pera.turan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000'tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerirrtah Propinsi Sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

6'. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
16s);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;

B. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Binamarga I

9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Binamarga.
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MEMUTUSI(AN

Menetapkan ; KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ORGANISASI
PENGELOTAAN PERAL{I AN TEKNIK DAN
DINAS tsINAMAft,GA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan iniyang dimaksud dengan ;

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;

Bupati adalah Bupati Cianjur;

Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Cianjur;

Dinas adalah Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur;

Pusat Pengelolaan Peralatan Teknik dan Perbengkelan yang
selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur;
t/---l- t lr.r'rh -J-l-L |/---,- h.,--r a'r----l-l--- l't---l-L-- .r-t.-:t-
l\trp€ilcr vrtw c(lclclr l\trFcfld ru:dl rtlrgEr(Jrc€fil rtrrdrcldil ttrl\lilr\
dan Perbengkelan pada Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang benrrenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas pokok dan fungsi UPTD.

BAB II
KEDUDUI$N, TUGAS POKOK DAN RJNGSI UPTD

Bagian Peftama

Kedudukan

Pasal 2

UPTD adalah unsur pelakeana teknis Dinas yang dipimpin seorang
Kepala yang berada dl bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala
Dinas.

DAN TATAKERJA PUSAT
PERBENGKEI*AN PADA

tugas pokok
peralatan

perundang-

Bagian r,..

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

UPTD rnempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
dan fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan
teknik dan perbengkelan $esuai dengan peraturan
undangan yang berlaku.
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Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam ruelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal

3, UPTD mempunyaifungsi ;

a. pelakanaan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang
pelayanan dan pengeloiaan peralatan teknis dan perbengkelan
dengan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlakul

b. penyiapan bahan perumusan keb'tjakan teknis operasional Dinas di
bidang pelayanan dan pengelolaan peralatan teknis dan
perbengkelan;

c. penyusunan rencana kegiatan UPTD sesuai dengan program dan
rencana kerja Dinas; .

d. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perawatan
peralatan teKnik dan pengelolaan perbengkelan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlakul

€. pelaksanaan kerjasama tcknik dengan lembaga lain sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. pengaturan penggunaan peralatan teknik, dan peralatan
pehunjang lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan operasional peravratan peralatan teknik dan
perbengkelan se,suai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

h. pelaksanaan pelayanan peminjaman peralatan teknik sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

i. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan ketatausahaan;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan ketentuan dEn peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

k. pelakanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanpan tugas UPTD.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur Organisasi UPTD adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPTD;
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah UrusanTata Usaha'
c. Unsur Pelaksana adalah Sub Seksi, dan Keloirpok Jabatan

Fungsional.

Bagian ,.. D
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tsagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susfnan Organisasi UPTD terdiri dari :

a, Kepala UPTD;
b. Urusan Tata Usaha;
c. Sub Seksi Peralatan Teknik;
d. Sub SeKi Perbengkelan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD dimakud pada ayat (1) di atas,
tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari lGputusan ini.

, BAB IV

TUGAS FOKOK DAN FUNGSI KEPAI..A UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang
pelayanan dan pengetolaan peralatan teknik dan perbengkelan sesuai
dengan perah:ran perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS POKOK DAhI FUNGSI UNIT ORGANISASI DI IINGKUNGAN
UPTD

Bagian Pertama

Urusan Tata Usaha

TuEas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pengelolaan administrasi
kepegawaian, keuangan, urusan umum dan perlengkapan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Untuk melakanakan tugas pokok tersebut pada Pasal B,

Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan langkah kegiatan Urusan Tata Usaha sesuai dengan
rencana kegiatan UPTD;

b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana
Dinas sefta melaksanakan penyusunan rencana kegiatan UPTD;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi
barang/perlengkapan i

d. pengelolaan surat arsip, urusan rumah tangga, administrasi
perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

AL. r.r.
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e. . pelayanan administrasi dan ketatausahaan bagi satuan unit
organisasi di lingl5ungan UPTD;

f. pelakanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengarv peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Urusan
Tata Usaha.

Bagian Kedua

Sub Seksi Peralatan Teknik

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Sub Seksi Peralatan Teknik mernpunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pengelolaan
peralatan teknik yang meliputi pengaturan, perawatan,
pengadministrasian inventarisasi dan penggunaan peralatan teknik
se*a pelayanan peminjaman peralatan teknik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melakanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 10, Sub Seki
Peralatan Teknik- mempunyai fungsi :

a. penyusunan langkah kegiatan Sub Seksi Peralatan Teknik sesuai
dengan rencana kegiatan UPTD;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang
pengelolaan peralatan teknik yang meliputi pengaturan,
perawatan, pengadministrasian inventarisasi dan penggunaan
peralatan teknik serta pelayanan peminjaman pcralatan teknik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

c. penyusunan rencana kebutuhan, perawatan peralatan teknilg
onderdil lauder, kendaraan bermotor serta peralabn penunjang
teknik lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan perawatan, penyimpanan, pendistribusian dan
pengaturan penggunaan peralatan teknik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. pelaksarraan pelayanan unium di bidang peralatan teknik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f . pelaksanaan pengelolaan administrasi dan inventarisasi peralatan
teknik dan -peralatan penunjang teknik lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g. pelaksanaan pengaturan penggunaan peralatan teknik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

h. pelakanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;

i. pelakanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi
Peralaian Teknih.

Bagian ...r
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Bagian Ketiga

Sub Seksi Perbengkelan

Tugas Fokok dan Fungsi

Pasal 12

Sub Seksi Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pelayanan,
perbaikan peralatan teknik, lauder, kendaraan bermotor dan peralatan
penunjang teknik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk melakanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 12, Sub Seksi
Perbengkelan mempunyai fungsi :

a. penyusunan langkah kegiatan Sub geksi Perbengkelan sesuai
dengan rencana kegiatan UPTD;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasionaldibidang
pclayanan, perbaikan peralatan tekni( lauder, kendaraan
bermotor dan peralatan penunjang teknik lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

c. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
perbengkelan serta kebutuhan onderdil dan peralatan lainnya
untu k rnenunjang pelaksanaa n operasional perbengkelan ;

d. pengelolaan perbengkelan yang meliputi operasional pelayanan
perbaikan kendaraan bermotor, peralatan teknik dan peralatan
penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e. pengelolaan data tcknis peralatan teknik, kendaraan dan
penunjang teknik lainnya yang telah diperbaiki;

f. pelaksanaan pelayanan umum di bidang perbengkelan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan pengahrran pelakanaan service (perbaikan) kendara-
an peralatan teknik dan peralatan penunjang teknik lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;

i. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelakanaan tugas Sub Seki
Peralatan Teknik.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Kelompok labatan Fungsional mernpunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan fungsional yang dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.
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(3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional scnior yang ditunjuk olch Kcpala Dinas.

(4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat
(2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan
berpcdornan kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI

TATAKERIA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkonisasi baik dalam lingkup
UPTD maupun dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

{2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib
mengawasi pelaksanaan hrgas bawahannya masing-masing dan
apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) 56tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing refta memberikan bimbingan dan
petunjuk bagi pelakanaan tugas.

(,1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib
mengikuti dan mernatuhi petunjuk petunjuk sesuai dengan visi
dan rnisi Dinas serta menjabarkannya dalam program operasional
dan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung
jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-
waktu.

(5) Seiiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka
memberikan petunjuk kepacla bawahannya.

(6) Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

(1) urusan Tata usah. r"*:ffi'*up.," uprD datam batas-batas
kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala UPTD berhalangan
melakanakan tugasnya.

(2) Dalam hal Urusan Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD
menunjuk Kepala Sub Seksl sesual dengan btdang tugasnya.

BAB VII I I.I
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SAts VII

PEMBIA'fMN

Pasal 17

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang.undengan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD sefta para
pemegang jabatan lainnya dalam lingkunEan UPTD dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kcpala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaanr
pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkungan unit
ke.rjanya,

(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAts IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Sengan berlakunya Keputusan ini, maka segala
atau persturan yfrng bertentangan dengan
dinyatakan tidalc berlaku.

(?) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan
dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

ketentuan dan
Keputusan ini

ini, akan diatur

Pasal 20 ,...
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Keputusai": Supeti ini

Pasal 20

mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI CIAN]UR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

pada

Pe a Muda
NIP. 480 06t 022

LE}4BAMN DAEMH KABUPATEN CIANJUR NO}4OR 12 TAHUT,I 2OO2 SERI D3.

Diundangkan di Cianjur
I t Mei 2002
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LAMPIRAN KEPUTU$AN BUPATI CIANJUR
NOMOR O9 TAHUN 2AA2

TENTANG

ORGA]IIISASI DAH TATAKER'A PUSAT PEilGELOLAA}I
PERAI.ATAIII TEKHIK DAT{ PERBENGKEIAH

BACIAN STRUKTUR ORGANISASI

SUB 5EK5I
PERAIATAN TEKNIK
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Ditetapkan di Cianjur
padt tanggal 1 Mei Z00Z

BUPATI CIANJU&

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO
ifiA Muda

URUSAN TATA USAHA

SUB SEKSI
PERBENGKEl.-AN

Diundangkan di Cianjur

NIP. 490 061 022


